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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak Pidana lebih dikenal sebagai perbuatan yang dilarang. 

Larangan tersebut dimaksudkan agar seseorang dapat menciptakan 

kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara merupakan unsur 

terpenting dalam menciptakan kesejahteraan umum tersebut sebagaimana 

yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Terlebih lagi perkembangan teknologi saat ini membuat masyarakat 

melanggar hak asasi masyarakat lainnya. Pada dasarnya, teknologi 

dikembangakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia dengan tujuan 

memudahkan manusia untuk mencari informasi, akan tetapi setelah teknologi 

dikembangkan, teknologi tersebut akan berjalan sesuai dengan kemauan 

penggunanya. 

Zaman sekarang teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi 

aspek kehidupan manusia seperti mengubah perilaku masyarakat secara 

global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa 

dampak positif dan negatif, saat ini teknologi informasi dan komunikasi 

digunakan bukan sekedar untuk melakukan hal-hal positif tetapi para 

pengguna teknologi informasi dan komunikasi memanfaatkan teknologi 

tersebut tidak kecuali untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan yang 
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bersifat melawan hukum, seperti melakukan tindak pidana yang 

menyerang kepentingan hukum, orang dan negara.1 

Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. 

Undang-Undang ini mengatur tentang bagaimana masayarakat Indonesia 

dalam menggunakan media elektronik untuk tidak menyebarkan berita 

bohong, tidak melanggar asusila dan tidak menggunakan media sosial dalam 

melakukan pemerasan dan/atau pengancaman. 

Undang-Undang Informasi dan Transaski Elektronik secara tegas 

melarang setiap orang yang menggunakan media elektronik melakukan 

pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) 

Jo Pasal 27 ayat (4).  

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.  

                                                             
1 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi & Transaksi 

Elektronik, Cet. Pertama., Ed. Rev., Media Nusa Kreatif, Malang, hlm. 2. 
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Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan:  

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah)”. 

Dengan dikeluarlan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE diharapkan masyarakat 

memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan ke media 

sosial agar tidak melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam Pasal 

Undang-Undang ITE tersebut, tetapi meskipun telah diatur secara khusus 

pada kenyataannya sebaik apapun Undang-Undang ITE dibuat, tidak akan 

berpengaruh tanpa adanya kesadaraan hukum dari masyarakat itu sendiri 

karena, masih ada orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan 

melakukan pemerasan dengan cara mengancam pihak lain dengan cara 

menyebarkan identitas pribadinya dengan tujuan untuk memperoleh 

keinginan si pelaku. Sebagaimana yang terjadi di Palangka Raya atau yang 

lebih dikenal dengan Perkara Nomor. 239/Pid.Sus/2020/PN.Plk. 
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Perkara Nomor.239/Pid.Sus/2020/PN.Plk perkara tersebut dinyatakan 

telah melakukan tindak pidana pada tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 15.00 

Wib terdakwa yang berinisial KB sedang bekerja dilawang uru kabupaten 

pulang pisau, terdakwa dihubungi oleh istri melalui media social whatsapp 

karena telah menemukan handphone Oppo F5 youth model CPH1725 warna 

putih di Jl. A. Yani kota Palangka Raya, dan terdakwa menyuruh istrinya 

untuk menyimpan handphone tersebut. Pada tanggal 4 April 2020 pukul 

15.00 Wib terdakwa mencoba membuka handphone tersebut dirumahnya 

yang beralamat di Jl. Tanjung Talio RT/RW 002/002 kel. Tanjung Pinang 

kec. Pahandut kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa 

mencoba mengotak atik handphone dalam kondisi terkunci dengan melihat 

tutorial membuka kunci di youtobe terdakwa pun berhasil membuka hp Oppo 

F5 youth model CPH1725. Setelah selesai membuka-buka file yang ada 

didalam handpone terdakwa menemukan foto pemilik handphone selfie yang 

kelihatan payudaranya. Setelah mendapatkan foto pada tanggal 5 April 2020 

terdakwa membuat akun whatsapp yang bernomor 0012-1916-2863 dan 

menanyakan apakah benar pemilik handphone yang bernomor 0811-5549295 

milik saudari yang berinisial FA dan ternyata benar. Terdakwa mengatakan 

dengan ancaman kepada saksi FA apabila dia ingin handphone nya kembali 

dia harus membayar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) dan apabila saksi FA 

ingin data yang ada di handphone di hapus dia harus membayar uang sebesar 

Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah) saksi FA pun bersedia membayar untuk 

membayar terdakwa sebesar 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan 
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kekurangannya akan dibayar menyusul oleh saksi FA dan apabila saksi FA 

tidak melakukan pembayaran terdakwa mengancam akan memviralkan foto 

tersebut kemedia social. Akibat perbuatannya terdakwa terbukti bersalah 

hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dan 

membayar denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta) atau apabila denda tersebut 

tidak dibayar, maka terdakwa akan dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan 

kurungan.  

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penulis 

tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PEMERASAN DAN ATAU PENGANCAMAN MELALUI MEDIA 

ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk )”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik dalam 

perkara Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk ?  

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman 

melalui media elektronik dalam perkara Putusan Nomor 239 

Pid.Sus/2020/PN Plk ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik dalam 

perkara Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman 

melalui media elektronik dalam perkara Putusan Nomor 239 

Pid.Sus/2020/PN Plk. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 

seperti peraturan Perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori 

hukum, dan pendapat para sarjana. 2 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Dimana data sekunder itu diperoleh dari: 

 

                                                             
2 Bambang Sunggono, 2013. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 

hlm. 42. 
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a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat, seperti peraturan Perundang-undangan dan 

putusan hakim. 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

3) Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan pemahaman mengenai bahan hukum primer, seperti 

data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisi informasi 

tentang bahan primer.3 Dalam penelitian ini bahan hukum 

sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian 

sebelumnya, misalnya jurnal oleh sylverio chris talinusa tentang 

tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui sarana 

internet menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum  yang memberikan penjelasan dan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

                                                             
3 Ibid, hlm. 6. 
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hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, misalnya kamus 

hukum karya Subrata Kubung. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data 

studi kepustakaan atau dokumen. 4Dalam menggunakan studi 

dokumen, peneliti membaca serta mempelajari bahan kepustakaan 

berupa artikel, jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan  penerapan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan atau 

pengancaman melalui media elektronik. 

4.  Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa 

terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode 

kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun 

padangan orang yang meneliti secara rinci serta di bentuk kata-kata, 

gambaran menyeluruh dan mendalam. Kemudian disajikan secara 

makna aturan hukum yang dijadikan penunjuk dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang dijadikan penunjuk dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian ditarik 

kesimpulan atas permasalah yang telah diteliti dan diuraikan secara 

deskriptif dalam bentuk kalimat.5 

                                                             
4 Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan 

Praktik), Rajawali Pers, Depok, hlm 217 
5 Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107 
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